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PENGAYOMAN

NOTULA
Hari :  Rabu
Tanggal . 26 November 2025
Pukul - 09.00 WIB — selesai
Tempat :  Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via
zoom meeting)
Peserta Rapat . Terlampir
Acara . Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan

Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati

Pekalongan tentang:

a. Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan
Ikan;

b. Standar Haga Satuan Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2026;

c. Pedoman Penyelenggaraan Balai Budidaya lkan Air
Tawar; dan

d. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Jalannya Rapat

- Rapat dimulai pukul 09.00 WIB, di buka oleh Saudara Dodo Kurnianto selaku
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengabh.

- Rapat dihadiri pula oleh Bagian Hukum Kabupaten Pekalongan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan, Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, dan Tim Kerja Harmonisasi.

- Saudari Rika Marlina mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan
zonasi Kabupaten Pekalongan menyampaikan bahwa didalam draft Raperbup
tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan.

- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudari Rika Marlina ialah sebagai
berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Haga Satuan
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.
a. Judul

- Sudah Sesuali.
b. Konsiderans

- Sudah sesuai.
c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.
d. Diktum

- Sudah sesuai.
e. Pasal
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- Pasal 5, Agar memasukkan norma terkait tidak boleh melampaui
standar harga satuan regional.

2. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
a. Judul

- Sudah Sesuai.
b. Konsiderans

- Sudah Sesuai.
c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai
d. Diktum

- Sudah sesuai.
e. Pasal

- Sudah sesuai.

3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar.
a. Judul

- Sudah sesuai.
b. Konsiderans

- Sudah sesuai.
c. Dasar Hukum

- Sudah sesuai.
d. Diktum

- Sudah sesuai.
e. Pasal

- BAB I, jika tata cara pemungutan sudah diatur dalam Perbup 116
tahun 2023, maka tidak perlu diatur dalam Raperbup ini lagi.
Disarankan untuk dihapus. “Ketentuan lebih lanjut mengenai
pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Bupati”

- Disarankan untuk menambahkan ayat pada Pasal 5 terkait induk
ikan afkir dan dibuat secara umum.

- Pasal 9 dan Pasal 11, disarankan untuk dibuat secara umum
dengan merujuk pada Peraturan Bupati terkait.

4. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Tempat Pelelangan lkan
a. Judul

- Sudah sesuai.
b. Konsiderans

- Frasa Kabupaten Pekalongan dihapus saja.
c. Dasar Hukum



- Sudah sesuai.
d. Diktum

- Sudah sesuai.
e. Pasal

- Sudah sesuai.

- Rapat ditutup pukul 09.45 WIB oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan
Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudara Dodo

Kurnianto.

Notulis, Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-
undang_an Ahli Madya,
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Annas Firdaus Dodo Kurnlanto
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